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PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jayengkusuma 17 Telepon (0355) 332313, TULUNGAGUNG Kode Pos 66229

KEPUTUSAN

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2022
NOMOR : 188.45/ 22 /120/2022

TENTANG

VISI, MISI, MOTTO DAN JANJI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DPMPTSP KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN TULUNGAGUNG

. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik, periu
menetapkan visi, misi dan motto pelayanan;

. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan visi, misi dan motto pelayanan yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
560 );

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
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16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tulungagung;

14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang
Implementasi Core Values dan Employer Branding

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tentang Visi, Misi,
Motto dan Janji Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

1. Visi adalah Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya
terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau
organisasi.

2. Visi DPMPTSP Kabupaten Tulungagung adalah :

Terwujudnya Akselerasi Pelayanan Perijinan Dan Investasi Yang
Didukung Dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan
Penyempurnaan Sistem Pelayanan Yang Akuntabel

: 1. Misi adalah langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh
lembaga yang bersangkytan untuk dapat mencapai visi yang utama

2. Misi DPMPTSP Kabupaten Tulungagung adalah :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan
2) Meningkatnya kualitas SDM
3) Meningkatkan investasi Daerah

1. Motto adalah emboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi,
semangat, dan tujuan organisasi

2. Motto DPMPTSP Kabupaten Tulungagung adalah : "Kepuasan Anda
Harapan Kami"
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1. Janji Pelayanan adalah Kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat
sesuai dengan Standar Pelayanan

2. Janji Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tulungagung adalah :
Memberikan Pelayanan Sesuai Standart dengan mengutamakan

kepuasan pelanggan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal :4 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LILIK WIJAYATI, SH. MH
Pembina Tingkat |
NIP. 19630817 199303 2 009



